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Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan
tentang tindak pidana koripsi serta akibat hukumnya. Melihat buruknya korupsi dan
dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji
lebih jauh tentang istijah korupsi itu sendin dan juga proses penanganannya di tingkat
pengadilan, karena selama imi berkembangnya korupsi karema pcngadilan belum
mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-
putusannya tentang tindak pidana korupsi

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi bahan penelitian skripsi ini
adalah :

1. Sejauhmana UU No. 20 Tahun 2001 tenwang pemberantasan tindak pidana korupsi
memperluas pengenian subjek petaku tindak pidana korupsu dibandingkan dengan
yang diatur dalam KUH Pidana

2, Bagaimana pertanggung jawaban pclaku dalam tindak pidana korupsi tersebut
menurut UU No, 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan yang diatur di dalam KUH
Pidana.

Setelsh dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahu) : Pengertian
[indak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dimuat dalam nimusan Pasal
1 ayat 1 dan 2. Para sarjana memberikan pengertian Tindak Pidana Korupsi yang
ditnjau dar beberapa segi amara lam rumusan menurut perkembangan ilmu-ilimn
sosial, rumusan yang menekaukan pada jubatan dalam pemcrintah. rumusan korupsi
yang dihubungkan dengan tecori pasar dan rumusan yang bcrorientasi kepada
kepentingan umum. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 UUPTPK maka pelakunya
dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dilskukan oleh pegawai negeri. bukan pegawai
negeri dan yang dilakukan oleh pegawai negeri bersama.sama dengan yang bukan
pegawal negent dan pengertian pegawai negent dalain UU No, 20 Tahun 2001 adalah
merupakan perluasan pengertian pegawai negeri imenurut Pasal 92 KUHP dan
Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974. Dengan demikian pengerrtian
pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahun 2001 telah berlapis tiga yaitu (1) pegawai
negen menurut Pasal 92 KUHP. (2) pegawai menurut UU No. 8 Tahun 1974 dan (3)
Pegawai negeni menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001.
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